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IM RUU Kesehatan
iserahkan ke DPR

Kementerian kesehatan (elah menverahkan hasil daltar invenlarisasi masalah RUU
kesehatan kepada DPR. Pembahasan lebih lanjul akan dilakukan komisi [\ DPR.

JAKARTA, KOMPAS = Daftar in-
venlarisasi masalah (DIM) Ran-
cangan Undang-Undang Kese-
hatan secara resmi telah di-
serahkan pemerintah  kepada
DIPR. Setidaknya terdapat 2020
DIM pada batang tubuh serta
1488 DIM pada penjelasan
yang lelah dirangkum dari 478
pasal yang diusulkan  dalam
RUL! Kesehatan,

Menteri  Kesehatan  Budi
Gunadi Sadikin - mengatakan,
upava dengar pendapal lelah
dilakukan Kementerian Kese-
hatan sebagai sarana pelibatan
publik dalam penyusunan RUU
Keschatan, Dari kegiatan so-
stalisasi dan partisipasi publik
vand dilikukan, setidaknya te-
lah diterima 6011 masukan.

"Dari masukan vang dileri-
ma, sehanyak 75 persen ditin-
daklanjuti, bak untuk DIM
maupun dimasukkan ke per-
aturan pemerintah serta aturan
furunan lainnya” kata Budi da-
lam rapat kerja Komisi TX DPR
dil Jakarta, Rabu (54/2023).

Ta menuturkan, setidaknya

ada 25 topik unggulan vang
didapatkan dalam dengar pen-
dapat dan sosialisasi RUU Ke-
sehatan. Topik tlw, anlara lain,
terkait rumah sakit, pendaya-
gunaan tenaga kesehatan, abor-
s, sistem jaminan sosial na-
sional, serta kemandirian in-
dustri sedizan farmasi dan alat
kesehatan,

Dari hasil DIM vang diusul-
kan Kementerian Kesehatan,
sehanyak 10 undang-unding di-
cabul dan dua undang-undang
diubah. Jumlah ituberbeda dari
draf yang sebelumnyadiberikan
DPR Dalam draf dari DPR, se-
hanyak sembilan undang-un-
dang dicabut dan empat un-
dang-unding diubah.

Satu undang-undang  yang
turut diubah dari DIM yang
divsulkan Kementerian Kese-
hatan adalah Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2013 tenting
Pendidikan  Kedokteran, Se-
mentara undang-undang vang
sehelumnya divsulkan untuk
diubah oleh DPR letapi tidak

masuk dalam usulan Kemen-

terian Kesehatan adalah UL Ng
2002003 tenlang Sistem Pen-
didikan Nagional dan U No
12/2012 lentang  Pendidikan
Tinggi.

Budi mengatakan, substansi
RUU Kesehatan disiapkan-un-
tuk mendukung transformasi
sistent keselvatan, seperli Lrans-
formagi- layanan primer, layan-
an; rujukan, gistem ketahanan
kesehatan, sistem pembiayaan
keschatan, sumber daya ma-
nusia (SDM) kesehatan, dan
teknologi kesehatan. "Substansi
RUL ini akan berupaya men-
dukung peningkalan akses la-

yanan rujukan,” ujarnya,

Tak ada target

Sekretaris Jenderal Kemen-
terian Kesehatan Kunta Wiba-
wia Dasa Nugraha yang juga
kelua panitia kerja pembahasan
RUTT Kesehatan dari pemerin-
tah mengatakan, masukan pub-
lik yang tidak ditindaklanjuti
disehabkan topik vang disam-
pakan tidak relevan dalam
pemhahasan RULT Keschatan,

Pembahasan RUU Kesehatan
pun diharapkan bisa berjalan
dengan haik untuk mendukung
upaya Lransformasi sistem ke-
sehatan di Indonesia

"Tidak ada target kapan un-
dang-undang ini akan disahkan.
Namun; haik pemerintah mau-
pun DPR Lelah sepakal bahwa
uncking-undang ini dihahas se-
cara efektif dan efisien sehingga
diharapkan bisa segera diim-
plementasikan,” tuturnya,

Anggola Konusi IX DPR dari
Fraksi Tartai Keadilan Sejuh-
tera (PKS) Kurniasih Mufida-
yati menyebutkan, pembahasan
RUN Kesehatan akan dilanjut-
kan. DIM yang telah diserahkan
pemerintah melalui Kemente-
rian Kesehatan akan dipelajari
lebih lanjut.

Sehelumnya, Fraksi PKS me-
nolak pembalasan RUU Ke-
sehatun sebagal inisiatif DPR,
Hal tersebut disebabkan pem-
bahasan RUU Kesehatan dinilai
terlalu terburu-buru dan tidak
mengakomodasi  usulan dari
Fraksi RS,

“Kami akan pelajari dulu
DIM-nya dan akan lerus me-
lakukan komunikasi positif de-
ngan pemerintal agar RUU Ke-
sehatan bisa benar-benar me-
wijudkan pilar reformasi ke-
sehatan, Jadi. jangan sampai
menimbulkan persoalan baru,”
wjar Kurniasih.

Ta menegaskan agar RUT
Kesehatan  bisa  membantu
mengatasi persoalan kesehatan
yang selama ini helum tera-
komodasl. Perlindungan mela-
lui jaminan kesehatan pada ma-
svarakat pun harus diperjuang-
kan secara oplimal.

Anggota Komisi TX TIPR dari
Fraksi Partai Demokrasi Indo-
nesia Perjuangan (PDI-P) Edy
Wuryanto mengatakan, masuk-
an-masukan dari publik masih
terbuka untuk disampaikan se-
lama pembaliasan RUU Kese-
hatan herlangsung, Dukungan
pun  diberikan  pada  RUU
itu selama maksud aturan ter-
sehut untuk meningkatkan pe-
layanan kesehatan masyarakat,
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